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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/ 19 /PBI/2004

TENTANG

PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI

Menimbang

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

. a

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah
tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian

bahwa untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul
dari penanaman atau penempatan dana, maka Bank
Perkreditan Rakyat yang melakukan Kkegiatan usaha

berdasarkan prinsip Syariah wajib membentuk penyisihan

bahwa produk penanaman atau penempatan dana dalam

bentuk aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud



tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi BPR

yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah

AAl ArvAa PNAv At ivAnl D Ak, LinAdAnmAA A

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

MEMUTUSKAN: :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYISIHAN
PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH.

BABI ....



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Y ang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesiaini dengan :

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah

Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undanc
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengar
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha

2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankar
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip Syariah

3. Aktiva Produktif adalah penanaman atau penempatan dana BPRS dalam

rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk Pembiayaan, Piutang,

4. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan dana dan atau

tagihan oleh BPRS kepada Nasabah berdasarkan akad Mudharabah dan atau

5. Mudharabah .....



. Mudharabah adalah perjanjian antara BPRS sebagal penyedia dana dengan

nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbal
yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedie
dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan atau

. Musyarakah adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan

penyedia dana lainnya untuk membiayai usaha tertentu, dengan pembagian
lrow intiinAan  Aiantara nomiodia Aana hardacarl,an nichah vianA Al conalsati

sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua penyedia dana

berdasarkan porsi dana masing-masing pihak;
. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaks jual beli berdasarkan akad

Murabahah, Salam atau Istishna dan atau pinjam meminjam berdasarkan

Alzad MaAvA.

. Murabahah adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang

ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati antara BPRS sebagal
penjual dengan nasabah sebaga pembeli yang pembayarannya dilakukan
. Salam adalah perjanjian jua beli barang dengan pembayaran lunas di muka
oleh BPRS sebagai pembeli kepada nasabah sebaga penjua yang

berkewgiban menyerahkan barang pesanan berdasarkan jangka waktu,

kriteria, dan persyaratan yang disepakati, dan barang tersebut akan dijual

10. Istishna....



10.Igtishna adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan

jangkawaktu, kriteria, dan persyaratan yang disepakati, yang pembayarannya
dilakukan secara tangguh oleh nasabah sebagai pembeli kepada BPRS

11.Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai
pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang

mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman

tanpaimbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam

i annlsaaralAn tartant 1

12.ljarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva ljarah atau

Uang muka ljarah ) antara BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan

mAanAalhAlh ~AlAAAl kAl A iAa A AAl Ak Ak Al A Al F Ak And e

13. Aktiva ljarah adalah aktiva yang diperoleh atau dibeli BPRS untuk tujuan

14. Uang Muka ljarah adalah uang muka sewa yang dibayar oleh BPRS kepada

pihak pemilik barang, selanjutnya barang tersebut disewakan olah BPRS

15. Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana BPRS pada Bank

Syariah atau BPRS lainnya antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan

yang diberikan dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya yang
dipersamakan dengan itu;

16. Sertifikat ....



16. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti penitipan dana

17. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak

18. Penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai

intern BPRS mengenal taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan
berupa tanah, gedung, rumah tinggal dan kendaraan bermotor, berdasarkan
analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan

prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi
19.Nilai Pasar Wajar (Market Approach) adalah jumlah uang yang diperkirakan

dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada

tanmnal nanil aian ental ah Aillzniranail ki avia ki avia trancalsci -

20.Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan

penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam

BAB I
TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 2

(1) BPRS wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan

(2) Cadangan ....



(2) Cadangan umum PPAP sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

3)

1)

(2)

sekurang-kurangnya sebesar 0,5% (lima permil) dari seluruh Aktiva

Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai mana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

a 10% (sepuluh perseratus) dari  Aktiva Produktif yang digolongkan
kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;

b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan

c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan

Pasal 3

Kewagjiban untuk membentuk PPAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
tidak berlaku bagi Aktiva Produktif berupa ljarah tetapi BPRS wagjib
membentuk penyusutan aktiva ljarah dan atau amortisasi uang muka
Penyusutan aktiva ljarah dan atau amortisas uang muka ljarah

sebagal mana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibentuk secara prorata selama

tman e AlzAanAnai A Aavi AlAdiviAa lTAavralh Aan At~ T AanAl A wAlLAL D ~rA




BAB Il
PENILAIAN AGUNAN
Pasal 4

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan

a. Tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah, emas, uang

kertas asing, mata uang emas dan setoran jaminan yang diblokir disertai

AAanmmAan Atk L iAana mAnAAL rAKe

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan secara

c. Tanah, gedung, rumah tinggal dan kendaraan bermotor yang telah dilakukan

Pasal 5
Nilal agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
s~k (D\ Aib~ArAnlAn -

a. untuk agunan yang bersifat likuid yaitu SWBI, uang kas, uang kertas asing,

emas, mata uang emas, tabungan Wadiah; tabungan dan atau deposito

b. untuk ....



b. untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau

SHGB) dengan hak tanggungan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari

mil Al A~ A ~AL

c. untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM dan

SHGB) tanpa hak tanggungan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai
d. untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan surat Girik (Letter C)
dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diakui selama 6
(enam) bulan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek
e. untuk agunan berupa kendaraan bermotor dengan disertai bukti kepemilikan

(BPKB) dihitung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar yang

\A Il AY

Pasal 6

(1) Agunan wajib dilakukan penilaian oleh penilai intern BPRS berdasarkan
analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan
prinsip-prinsip yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

(2) Dalam ha penilaian agunan tidak dilakukan sebagai mana dimaksud dalam

ayat (1), maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor

mmmmn v mmam DA i Al A Panm Al A iaam Al iA N ALl f
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Pasal 7

Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang

digunakan sebagai faktor pengurang dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva

a. agunan tidak dilengkapi dengan dokumen terkait dan atau pengikatan agunan

b. penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

BAB IV
SANKSI
Pasal 8

Bank yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 6

ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai sebagaimana dimaksud dalam

Dacal ED | InAanA 1inAdanA Nlamnar 7 Tahiin 1009 tontan~ Darlhoanl,an caolhamai mana

a. tegurantertulis,
b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau

C. penggantian pengurus.

BABYV ....
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan

Direkss Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aktive
Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif
dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif masing-masing tanggal tanggal

29 Me 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat keputusan Direksi Bank

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang
masing-masing tanggal 29 Maret 1994, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.
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Pasal 10

Peraturan Bank Indonesiaini berlaku sgjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 1 Juli 2004
GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR

DPbS

60
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/ 19 /PBI/2004
TENTANG
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

. UMUM

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (BPRS) mempunya risko kerugian atas kegagalan penanaman

dananya. Untuk menjaga agar BPRS mampu dan siap menanggung risikc
kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungar

usahanya, maka BPRS wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan
memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko

kegagalan pengembalian penanaman dana (credit risk exposure). Untuk

memperoleh nilai yang waar, agunan harus dinilai secara periodik oleh

mnAnmi Al b Aes DD
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Dengan mempertimbangkan kekhasan produk BPRS dan dalam rangka

mewujudkan tatacara penyishan penghapusan aktiva produktif yang
IhAvAA~Avl Al lrAanlmAAA mvinAia LAl AR Ak A manlsa mAavli Ak Avlidl s A DAvAd ivAn

Bank Indonesia tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasa 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Pemberian jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan untuk

memberikan kesempatan kepada nasabah dalam pengurusan serfikat
hak atas tanah yang diagunkan, dengan menyampaikan bukti

Huruf e....
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Huruf e
Cukup jelas
Pasal 6
Avyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 4394

DPbS
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
MURABAHAH
lilo 1 Jolo

b

Dewan Syari’ah Nasiona setelah
a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana

Menimbang

Mengingat

b.

3.

dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

bahwa dadam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesgahteraan dan berbagai kegiatan,
bank syari’ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba;

bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah.

Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
d ‘il bo orol’mi> Ny renioe b o |
4 U.a ‘: 5;)

“Hal orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

Firman Allah QS. a-Bagarah [2]: 275:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...."

Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:



“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”
4. Firman Allah QS. a-Bagarah [2]: 280:



“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.: ‘ ;
oo Tl Do J Vool T Dol
Jd ) s

5 bolgy) 00000 Il o
ga ’ I
(S 3

Dari Abu S’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."
(HR. d-Baihagi dan Ibnu Magjah, dan dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban).
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Mgjah: )
ot O o sl 1101
I oo & by
‘ VIl TD 0 ol f
°‘}J) .......... - 2

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
bei tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Mgjah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
i pr e MlerT blontimio 1Y
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“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama’ ah:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, 1bu Mgjah, dan Ahmad:
200D olohl”
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“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi
kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat "Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

S oG 00 D00 ool [ ol o

Vi [ 300

“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam
jual bei, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara

Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, ha. 161;
lihat pula al-Kasani, Bada’i as-Sana’i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:

Memperhatikan

Sloll T lodly b ot 11t o *lo

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasiond pada hari
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama . Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

Barang yang diperjuabelikan tidak diharamkan oleh syari’ah
Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjua barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jua senila harga bei plus
keuntungannya. Daam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Dewan Syariah Nasional MUI



8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.

Dewan Syariah Nasional MUI



9.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jua beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1

Nasabah mengagjukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jual beli.

Daam jua bdi ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awa
pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebui.

Jka nila uang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai aternatif dari

uang muka, maka

a jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1

2.

Jaminan daam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.

Keempat :  Utang dalam Murabahah:

1

2.

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjua kembali barang tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia tetap berkewgiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, iatidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
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